
  

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  

NOMOR 561/Kep.778-Kesra/2024  

TENTANG 

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang :  a.   bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang, Gubernur wajib menetapkan upah minimum 
provinsi; 

b. bahwa untuk menetapkan upah minimum provinsi tahun 2025 
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 
Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 
2025; 

 
Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6866); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192); 

 
Memperhatikan  :        1.   Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768- 

Kesra/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 
2024; 

2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 
020/XII/Depeprov tanggal 9 Desember 2024, hal Rekomendasi 
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2025; 

3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang 
Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2025 Nomor 019- BA/XII/Depeprov/2024 tanggal 9 
Desember 2024; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA 

BARAT TAHUN 2025. 
KESATU :  Besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebesar 

Rp2.191.232,18 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu dua 
ratus tiga puluh dua rupiah koma satu delapan). 

KEDUA :  Upah Minimum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025. 

KETIGA :  Dalam hal terdapat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak 
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, besaran 
Upah Minimum Kabupaten/Kota mengacu pada besaran Upah 
Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. 

KEEMPAT :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 10 Desember 2024  

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, 

                   ttd. 

BEY TRIADI MACHMUDIN 
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Penafian 
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari 
salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah 
Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk 
mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. 

 


